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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Terbitnya PP 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (PP OSS) mengubah ketentuan perizinan lingkungan yang diatur dalam 

UU PPLH dan juga PP Izin Lingkungan. PP OSS mengenalkan konsep izin dengan komitmen 

termasuk didalamnya izin lingkungan, yang diberikan kepada pelaku usaha sebelum 

penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dilakukan dan disetujui.  

Berdasarkan pemaparan pada bab II dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan izin 

lingkungan berdasarkan komitmen yang diatur dalam PP OSS tidak dapat memenuhi semua 

unsur-unsur KTUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan UU AP. Oleh karena itu, dalam 

hukum administrasi, izin lingkungan berdasarkan komitmen bukanlah sebuah KTUN dan 

lebih tepat dikatakan sebagai bentuk kebijaksanaan pemerintah, yang dalam bentuk peraturan 

sama dengan beleidsregel atau peraturan kebijakan.  

Penerbitan izin lingkungan berdasarkan komitmen akan memberikan dampak atau 

berpotensi berdampak terhadap pelemahan dalam penggunaan pencegahan dampak 

lingkungan hidup. Hal tersebut karena kehadiran izin ini membuat alur, jangka waktu dalam 

proses perizinan lingkungan menjadi berubah serta muncul pula pengkategorian jenis rencana 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Perubahan alur perizinan lingkungan 

terjadi karena dalam PP ini proses penyusunan diletakkan setelah penerbitan izin lingkungan. 

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perizinan dalam UU PPLH, karena seharusnya 

dokumen kajian ilmiah (AMDAL) mengenai dampak proyek terhadap lingkungan hidup 

dibuat sebelum proyek dimulai dan izin lingkungan diterbitkan.  

Sementara perubahan waktu penyusunan AMDAL dalam rangka pemenuhan komitmen 

izin lingkungan, akan berakibat pada menurunnya kualitas dokumen AMDAL. sehingga baik 

secara langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak terhadap lingkungan terutama 

ketika proyek telah beroperasi. Selain itu, peluang terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

terhadap lingkungan atas terbitnya izin lingkungan berdasarkan komitmen sangatlah besar, 
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karena pasal 38 PP OSS mengizinkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan berbagai kegiatan setelah mendapatkan izin usaha sebelum disusunnya AMDAL.  

Oleh karenanya pengaturan izin lingkungan dalam PP ini, tidaklah mencerminkan 

prinsip-prinsip yang sudah dimuat sebelumnya baik dalam deklarasi-deklarasi Internasional 

maupun UU PPLH. Seperti prinsip kehati-hatian, pencegahan, kelestarian dan keberlanjutan, 

manfaat, bahkan prinsip tanggung jawab negara. Dimana seharusnya negaralah yang hadir 

dengan memberikan batasan-batasan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan warga negaranya, 

yang dapat merusak fungsi lingkungan, agar lingkungan bisa tetap terjaga kelestariannya 

Karena kedudukan izin lingkungan berdasarkan komitmen yang bukan merupakan 

KTUN dan lebih serupa dengan peraturan kebijakan maka izin lingkungan berdasarkan 

komitmen ini tidak dapat dibawa ke PTUN. Dan apabila dalam pelaksanaannya kemudian 

izin ini menyebabkan kerugian pada masyarakat atau dalam hal masyarakat ingin 

mengajukan komplain atas terbitnya izin, mekanisme yang bisa digunakan ialah upaya 

administratif berupa keberatan dan banding serta pelaporan kepada lembaga ombudsman. Hal 

tersebut juga karena PP OSS sendiri tidak mengatur mekanisme komplain terkait penerbitan 

izin lingkungan berdasarkan komitmen. Selain itu, telah adanya kasus-kasus pengujian 

peraturan kebijakan didua pengadilan yang berbeda, serta demi mengedepankan asas keadilan 

kepada masyarakat, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan baik akibat penerbitan 

peraturan kebijakan (beleidsregel) ataupun kebijaksanaan pemerintah (misalnya dalam 

bentuk izin lingkungan berdasarkan komitmen salah satunya).  

Maka selain melakukan komplain melalui upaya administratif yang sifatnya internal 

pemerintah dan juga melalui lembaga lain seperti ombudsman, apabila dalam pelaksanaannya 

tetap tidak ditemukan titik terang, dirasa tetap tidak adil dan bertentangan dengan hukum, 

masyarakat bisa membawa kasus tersebut kepada hakim baik di pengadilan Tata Usaha 

Negara maupun Mahkamah Agung dengan salah satu alasannya bahwa telah ada kasus 

dimana objek yang diujinya ialah peraturan kebijakan yang pernah diperiksa dan diputus oleh 

kedua pengadilan tersebut.  
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B. Saran  

Dengan melihat paparan sebagaimana diatas dan analisa terhadap pengaturan izin 

lingkungan dalam PP OSS. Maka penulis menyarankan agar ketentuan mengenai pemenuhan 

komitmen terutama izin lingkungan yang termuat dalam PP OSS dicabut. Meskipun maksud 

dari PP ini baik yaitu untuk membuat semua proses perizinan menggunakan sistem elektronik 

atau online sistem untuk mengurangi interaksi antara pihak pemohon izin dengan pihak 

pemberi izin, yang mana hal ini bisa mengurangi atau menghindarkan terjadinya praktik-

praktik korupsi. Akan tetapi ternyata pada pelaksanaannya, sistem komitmen perizinan yang 

diatur dalam PP ini tidaklah tepat karena tidak disesuaikan dengan hirarki peraturan yang 

lebih tinggi seperti UU PTUN dan UU AP.  

Selain itu perizinan berbasis pemenuhan komitmen ini, dalam pelaksanaannya juga akan 

berbahaya karena ia mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberian izin 

lingkungan yaitu mengabaikan urusan AMDAL. Yang mana, penyusunan AMDAL bahkan 

bisa diterobos melalui izin komitmen. Hal tersebut akan mempunyai dampak yang serius 

pada kerusakan dan gangguan fungsi lingkungan akibat dari izin-izin yang diterbitkan, yang 

mengabaikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan lingkungan,  termasuk didalamnya adalah 

mengenai kewajiban AMDAL yang menganalisis dampak lingkungan dari usaha-usaha yang 

didirikan berdasarkan izin.  

Karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam tataran pelaksanaan dari terbitnya 

izin lingkungan berdasarkan komitmen, dan konsep pemenuhan izin lingkungan yang diatur 

dalam PP OSS ini, maka, sebaiknya pengaturan perizinan untuk sektor lingkungan hidup 

dikembalikan lagi pada pengaturan dalam UU PPLH dan PP Izin lingkungan, bahkan 

alangkah lebih baiknya justru dengan memperkuat pengaturan terkait izin di sektor 

lingkungan dengan menambal hal-hal yang dirasa kurang dalam pelaksanaan perizinan 

lingkungan yang sebelumnya telah diatur.   
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Lampiran  
 

Daftar Pertanyaan Riawan Tjandra 

1. Bagaimana makna sebenarnya  ? 

2. Izin lingkungan berdasarkan komitmen diterima sebagai objek gugatan di PTUN 

Bengkulu apakah sudah berarti dia adalah sebuah KTUN ? 

3. Selain dari ILBK ini bertentangan dengan beberapa UU, ILBK ini juga dianggap 

persetujuan dari lembaga atau pihak lain guna pemenuhan komitmennya ? 

4. Jika dikemudian hari ada lagi kasus serupa dimana objek yang digugatnya adalah izin 

komitmen, apakah boleh kemudian hakim menolak izin komitmen ini sebagai objek 

guagatan ? 

5. Perihal pelimpahan wewenang dalam ILBK (milik PT. Tenaga Listrik Bengkulu) di 

dalam ILBK nya ada cq yang sepertinya makna dan pelaksanaannya berbeda terutama 

dalam kasus teluk sepang dimana lembaga OSS kemudian dikeluarkan sebagai 

tergugat oleh majelis hakim ? 

6. Menurut ahli jika melihat bentuk pelimpahan kewenangan dari izin komitmen ini jadi 

sebaiknya dibuat delegasi (sesuai PUU) atau lebih baik misalnya atribusi saja ? 

7. Seberapa bahayanya OSS dalam mengatur perihal perizinan yang nanti kaitannya 

dengan usaha-usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan 

? 

8. Bagaimana soal gaungan pemerintah bahwa PP ini untuk efektivitas dan efisiensi dari 

sistem perizinan yang selama ini dianggap terlalu birokratis, berbelit-belit, korupsi 

dan sebagainya ? 

 

Daftar Pertanyaan Adrianus Eryan 

1. Bagaimana pandangan umum ahli mengenai izin lingkungan yang diatur dalam PP 

OSS terutama dengan adanya konsep pemenuhan komitmen? 

2. Apakah sejauh ini sudah ada kasus gugatan ataupun komplain dari masyarakat terkait 

izin lingkungan berdasarkan komitmen? 

3. Mengenai pemenuhan komitmen izin lingkungan, pelaku usaha sebagaimana diatur 

dalam PP ini harus melengkapi dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Dalam rangka 
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pemenuhan komitmen tersebut berdasarkan Permen LHK P.26/2018 dinyatakan 

bahwa penyusunan andal dan RKL-RPL ialah 180 hari kerja yang mana pengaturan 

waktu berbeda dengan ketentuan mengenai penyusunan andal dan RKL-RPL dalam 

PP Izin Lingkungan. Apakah perbedaan waktu (dipangkasnya waktu penyusunan 

dokumen AMDAL) memiliki dampak tertentu bagi lingkungan? 

4. Apa urgensi atau pentingnya AMDAL sebagai dokumen kajian lingkungan? 

5. Apakah proses penyusunan AMDAL yang diletakkan setelah keluarnya izin 

lingkungan dapat memberikan dampak buruk terutama bagi kondisi lingkungan 

hidup? 

6. Mengenai ketentuan dalam pasal 38 PP OSS bahwa pelaku usaha yang telah 

mendapatkan izin usaha dapat melakukan beberapa kegiatan seperti:  

g. Pengadaan tanah  

h. Perubahan luas lahan  

i. Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya 

j. Pengadaan peralatan atau sarana 

k. Pengadaan sumber daya manusi 

l. Penyelesaian sertifikasi atau kelaikan 

m. Pelaksanaan uji coba produksi dan/atau  

n. Pelaksanaan produksi 

Dan terdapat pengecualian pada ayat selanjutnya bahwa mengenai pembangunan 

gedung dan pengoperasinnya belum dapat dilakukan apabila pelaku usaha belum 

menyelesaikan AMDAL dan/atau rencana teknis bangunan gedung. Pertanyaannya ialah 

seberapa berbahayanya ketentuan dalam pasal ini bagi lingkungan hidup? selain itu 

apakah rencana teknis bangunan gedung, sudah pasti dimiliki oleh semua pelaku usaha 

sebelum ia mendaftarkan izin usahanya? 

 

7. Apakah izin lingkungan berdasarkan komitmen sudah dapat mencerminkan fungsi 

izin dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup? 

8. Dalam praktiknya bagaimana mekanisme komplain untuk kasus lingkungan hidup 

yang disediakan oleh negara? Biasanya komplain bisa dilakukan ke lembaga mana 

saja? Bagaimana tahapan pengajuan komplainnya? Dan apa hasil yang didapatkan 

dari komplain tersebut, apakah rekomendasi atau sejenisnya? 

9. pakah mekanisme komplain yang tersedia sekarang sudah dirasa cukup? 
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10. Dalam kasus izin lingkungan berdasarkan komitmen, menurut ahli apakah ia 

merupakan sebuah KTUN? Atau masuk dalam kategori apa izin lingkungan 

berdasarkan komitmen ini? Dan apabila suatu hari ada keberatan atau komplain 

terhadap terbitnya izin lingkungan berdasarkan komitmen tersebut adakah 

rekomendasi melalui lembaga mana komplain bisa diajukan oleh masyarakat? 

 

 

 

 

 

 


